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ABSTRACT

To increase technology adoption and business scale in beef cattle farming, financing that is easily accessible to
farmers is needed. One form of government support for providing funding sources is a Bank Loans for Farmers
program called the Kredit Usaha Rakyat (KUR) scheme. This study aims to identify the business process of KUR
distribution and repayment and also analyze the factors that influence the use of KUR by beef cattle farmers. This
research was conducted in 2020 in Central Lampung Regency, Lampung Province. The number of respondents
was 71 people, consisting of breeders, KUR's distributors, and related service officers. Data was collected through
interviews and Focused Group Discussion (FGD) and analyzed using the logit model. The results of the study
conclude that: (i) the KUR service business process continues to improve from time to time, but the implementation
still has some obstacles, and (ii) the farmer's decision to use the KUR is strongly influenced by the terms and
procedures of the KUR's distributor. Therefore, to encourage the creation of independent farmers in financing their
businesses, it is necessary to review the payback period and the amount of the ceiling loan on cattle breeding and
fattening businesses. Another recommendation is to reduce the gap between the guidelines issued by the KUR's
Committee and the implementation of KUR by KUR's Distributors in fields through socialization, promotion, and
advocacy.

Keywords: beef cattle, farmer, logit model, KUR, technology adoption

ABSTRAK

Untuk meningkatkan adopsi teknologi dan skala usaha pada usaha peternakan sapi potong dibutuhkan
pembiayaan yang mudah diakses peternak. Salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi penyediaan sumber
pembiayaan adalah kredit program dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi proses bisnis penyaluran dan pengembalian KUR dan menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi pemanfaatan KUR pada peternak sapi potong. Penelitian ini dilakukan tahun 2020 di Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 71 orang, terdiri dari
peternak, penyalur KUR, dan petugas dinas terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta fokus
grup diskusi (FGD) dan dianalisis menggunakan model logit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (i) proses bisnis
layanan KUR dari waktu ke waktu terus membaik, namun implementasinya masih mengalami beberapa hambatan,
dan (ii) keputusan peternak untuk memanfaatkan KUR utamanya sangat dipengaruhi oleh syarat dan prosedur
yang ditentukan oleh penyalur KUR. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah untuk mendorong terciptanya
peternak mandiri dalam membiayai usahanya, perlu peninjauan ulang jangka waktu pengembalian dan besaran
plafon pada usaha pembiakan dan penggemukan sapi. Rekomendasi lainnya adalah perlunya memperkecil
senjang antara pedoman yang diterbitkan oleh Komite KUR dan implementasi KUR oleh Penyalur KUR di lapangan
dengan cara sosialisasi, promosi dan advokasi.

Kata kunci: adopsi teknologi, KUR, model logit, peternak, sapi potong
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PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan produktivitas dan
populasi sapi potong dibutuhkan pembiayaan
untuk mengadopsi teknologi dan meningkatkan
skala usaha. Pemerintah telah mendukung
pembiayaan pertanian dengan skema Kredit
Usaha Rakyat (KUR), yang terdiri dari: KUR
Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus (Ditjen PSP
2018). Secara umum pemahaman petani tentang
tata cara pengajuan KUR di sektor pertanian, hak
dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran,
dan pengelolaan dana KUR di sektor pertanian
termasuk dalam kategori cukup baik (Zainal et al.
2021).

Walaupun demikian pada implementasinya,
keberadaan skema KUR tidak selalu sesuai
harapan. Beberapa masalah KUR Pertanian,
antara lain adalah tingkat penyerapan yang
masih rendah, skema yang dirasakan belum
tepat untuk semua petani, jangkuan program
terbatas, serta masalah pendampingan dan
kelembagaan (Burhansyah 2021).

Herliana et al. (2018) menemukan bahwa
kinerja kredit usaha pada bank penyalur dari
tahun 2012 — 2014 di Samarinda mengalami
penurunan dikarenakan oleh kredit macet.
Penyebab kredit macet tersebut bersumber dari
dua pihak, yaitu (1) pihak analisis kredit dari bank
tidak mampu menentukan jumlah kredit yang
diajukan sesuai dengan kebutuhan usaha dan
kemampuan membayar pelanggan, (2) adanya
kesengajaan pihak pelanggan untuk menunda
atau tidak membayar kewajiban, atau (3)
nasabah bersedia membayar tetapi tidak mampu
karena usahanya rugi disebabkan oleh
kesalahan dalam memilih bibit sapi dan fluktuasi
harga input dan output (Bappenas 2011). Untuk
mengantisipasi permasalahan yang mungkin
timbul terkait pemanfaatan kredit KUR,
khususnya kredit macet pada masa dan
pascapandemi Covid-19, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomiam Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit
Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019. Butir yang diatur dalam
Permenko tersebut adalah tentang relaksasi
kebijakan restrukturisasi KUR dan penambahan

limit plafon KUR (Kemenko Bidang
Perekonomian 2022).

Penelitian Widhiyanto et al. (2017) di
Kabupaten Kendal menyimpulkan bahwa
implementasi kredit program belum

menunjukkan hasil seperti yang diharapkan
dengan indikasi penyerapan anggaran subsidi
bunga jauh di bawah plafon yang telah
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disediakan oleh bank pelaksana. Beberapa
alasan mengapa serapan kredit program sektor
pertanian rendah, yaitu (1) ketidaktahuan petani
tentang adanya program subsidi bunga, (2) tidak
memiliki agunan, (3) beranggapan bahwa
pinjaman dari bank konvensional adalah riba, (4)
takut tidak mampu mengembalikan, dan (5)
ketidakaktifan kelompok tani. Padahal
peningkatan akses pinjaman kredit terhadap
petani berdampak terhadap peningkatan
pendapatan petani (Rosalina 2019, Anzory 2018;
Feryanto 2017; Akudugu 2014; Rosmiati 2012;
Mosley 2010). Penelitian Shabir et al. (2020) juga
menyimpulkan bahwa kredit pertanian
meningkatkan produktivitas gandum di Punjab
Pakistan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
proses bisnis penyaluran dan pengembalian
KUR dan menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi pemanfaatan KUR pada peternak
sapi potong. Keluaran penelitian ini berupa
informasi  proses bisnis penyaluran dan
pengembalian KUR, serta informasi tentang
faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan
KUR yang dapat dijadikan bahan rekomendasi
kebijakan untuk meningkatkan serapan dan
kelancaran  pelunasan KUR  mendukung
peningkatan produktivitas dan populasi sapi
potong.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Permintaan terhadap kredit program, antara
lain ditentukan oleh tingkat suku bunga. Pada
usaha tani skala kecil, petani bersedia meminjam
dengan tingkat bunga 3% per bulan (Ilham et al.
2019), asalkan syarat untuk meminjam tidak
menyulitkan. Ini artinya, permintaan terhadap
kredit program tidak hanya dipengaruhi suku
bunga, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor
lain seperti: agunan, plafon pinjaman, pinjaman
dari sumber lain dan sosialisasi kredit program,
serta kemudahan dan syarat-syarat meminjam.
Saat ini, satu-satunya kredit program yang
ditawarkan pemerintah adalah KUR. Sejak
Januari 2020, bunga KUR diturunkan dari 7%
menjadi 6% per tahun dengan maksud agar
akses petani terhadap KUR meningkat, sehingga
produksi pertanian dan pendapatan petani
diharapkan  meningkat. Oleh  karenanya
diperlukan identifikasi proses bisnis dengan
pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif,
dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi
keputusan peternak untuk memanfaatkan dana
KUR dengan pendekatan kuantitatif
menggunakan Logit Model.
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Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kajian mencakup kedua pihak, yaitu:
pemberi pinjaman dalam hal ini pihak
bank/nonbank sebagai penyalur dan pihak petani
sebagai penerima pinjaman. Pada pihak pemberi
pinjaman aspek yang dikaji mencakup aturan
baku yang dikeluarkan pihak pusat dan
implementasi pada masing-masing kantor
cabang/kantor cabang pembantu/penyalur lain.
Pada pihak penerima pinjaman diharapkan
menangkap dari sisi individu petani dan
pengurus organisasi petani baik kelompok tani
dan gabungan kelompok tani.

Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan
pertimbangan daerah tersebut berada pada
urutan ketiga dalam penyerapan KUR Subsektor
Peternakan tahun 2019. Selain itu, pengumpulan
data dan informasi dari lingkup pusat, yaitu
Penyalur KUR dalam hal ini Bank Rakyat
Indonesia (BRI) karena pangsa plafon
penyaluran KUR oleh BRI merupakan yang
terbesar vyaitu 61,12% dari jumlah plafon
Rp187,5 triliun dari 44 lembaga Penyalur KUR
tahun 2020. Data dan informasi juga diperoleh
dari Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang
Perekonomian (2020), dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Jumlah responden di lokasi
penelitian 71 orang terdiri dari 62 peternak, tiga
pengurus kelompok tani ternak, dua penyalur
KUR, dua petugas peternakan kecamatan, dan
dua petugas Dinas Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Lampung Tengabh.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder
dan primer. Data sekunder dikumpulkan dari
Kementerian Keuangan. Data primer
dikumpulkan dari pihak pengambil kebijakan dan
petugas perbankan/penyalur KUR di Jakarta dan
Lampung Tengah. Data dan informasi primer
dikumpulkan  melalui wawancara, diskusi
kelompok menggunakan instrumen pedoman
wawancara dan FGD. Sebelum terjadi pandemi
Covid-19 pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara langsung kepada Pihak Direktorat
Bisnis Mikro Divisi Kebijakan Bisnis Mikro, Bank
Rakyat Indonesia Kantor Pusat; ketua dan
anggota tim penelitian mengikuti FGD KUR yang
dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian,
yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK,
dan Kementerian Pertanian. Karena pandemi
Covid-19 sejak bulan Maret 2020, dilakukan

pengumpulan data dan informasi melalui
wawancara menggunakan handphone
(HP)/whatsApp (WA), mengirimkan kuesioner
melalui surat elektronik (email), dan FGD Virtual
dengan video conference. Meskipun pandemi
Covid-19 masih berlangsung, pada bulan
Agustus 2021 tim  peneliti  melakukan
pengumpulan data dari peternak dan petugas
langsung ke lokasi.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama, vyaitu:
“Mengidentifikasi proses bisnis penyaluran dan
pengembalian KUR” data dan informasi
diperoleh melalui wawancara dengan pihak
penyalur dan FGD pengurus gapoktan dan diolah
dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan
kualitatif. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu
“Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
pemanfaatan KUR”, data yang diperoleh diolah
dengan pendekatan kuantitatif menggunakan
Logit Model.

Logit model digunakan untuk mendefinisikan
pengaruh pada peubah dependent Y yang
merupakan peubah dummy atau binary peubah
(1=ya, O=tidak) mengacu pada Hair et al. (2006).
Beberapa penelitian terdahulu yang
menggunakan metode Logit untuk mengetahui
faktor yang memengaruhi keputusan petani
dalam mengadopi inovasi dilakukan oleh Cofie et
al. (2010); Kwadzo et al. (2013); Promme et al.
(2017); dan Gunawan et al. (2019). Spesifikasi
logit model dapat dilihat pada persamaan (1).

11
l+e % 1+e @D

B=F(Z)=F(a+pX;)=

Dimana e merupakan natural logarithms, P;
adalah peluang petani untuk menggunakan dana
kredit KUR (1 = ya, 0 = tidak), nilai xi, adalah
explanatory peubah yang memengaruhi petani
menggunakan dana kredit KUR, dan /3 adalah

coefficients explanatory. Logit model dapat
disederhanakan menjadi persamaan (2) (Pindyck
and Rubinfeld 1998).

P
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Peubah yang digunakan untuk mendeskripsikan
model logistic petani yang menggunakan dana
kredit KUR dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Deskripsi peubah yang digunakan dalam persamaan logit pada penelitian di Lampung

Tengah, 2020

No. Peubah Deskripsi Ekspetasi
Dependent peubah (Y)
Y Pemanfaatan KUR 1= Ya; 0 = tidak;
Independent peubah (X)
1. Usia Usia aktual (tahun) -
2. Pendidikan Lama sekolah (tahun) +/-
3. Jumlah anggota keluarga orang +/-
4. Pengalaman usaha tani Pengalaman Bertani (tahun) +
5. Total luas lahan garapan Total lahan garapan (ha) +/-
6. Jumlah ternak yang dimiliki Total semua ternak (ekor) +/-
7. Jarak tempat tinggal ke bank Jarak dari rumah ke bank (km) -
8. Persyaratan KUR (1= persyaratan sederhana, 0= lainnya) +
9. Prosedur pengajuan KUR (1=prosedur mudah, 0= lainnya) +
10. Waktu pemrosesan KUR Waktu dari pengajuan sd cair (hari) -
11. Agunan tambahan (1=diperlukan agunan, = lainnya) +
12. Bunga KUR (1=bunga KUR rendah; 0= lainnya) +
13. Sosialiasi KUR (1=intensif/sering, O=lainnya) +
14. Biaya tambahan dalam (1=ada biaya tambahan, O=lainnya) -
pemrosesan KUR
15. Kesesuaian realisasi dan (1= sesuai kebutuhan; O=lainnya) +

kebutuhan petani

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Layanan Kredit Usaha Rakyat

Proses bisnis dalam layanan KUR mencakup
fitur yang ditawarkan sejak 2007 hingga 2020
yang didukung aspek legal dan prosedur
peminjaman dan pengembalian. Fitur dan
prosedur ini diyakini berpengaruh terhadap
proses bisnis, sehingga pemanfaatan KUR oleh
pengguna semakin meningkat.

Fitur dan Klasifikasi KUR

Sejak tahun  2007-2014, pemerintah
memberikan fasilitas subsidi Imbal Jasa
Penjaminan (IJP) kepada penerima/peserta

kredit KUR, yaitu premi yang dibayarkan oleh
pemerintah melalui lembaga penjamin milik
pemerintah. Tujuan pemberian IJP adalah untuk
menjamin peserta KUR apabila terjadi gagal
bayar. Pada tahun 2015, pemerintah tidak lagi
memberikan bantuan 1JP, tetapi skema bantuan

yang diberikan adalah subsidi bunga, sehingga
bunga KUR yang awalnya mengikuti bunga
komersil 24%, turun menjadi 12% setelah
disubsidi. Secara bertahap bunga KUR
diturunkan terus menjadi 9% pada tahun 2016-
2017, menjadi 7% pada tahun 2018-2019, dan
terakhir pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 6%.
Fitur KUR ini sama dengan skema kredit KKPE
(Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan
skema KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi),
yaitu termasuk kategori subsidized credit
scheme. Sejak tahun 2015 kedua skema
tersebut diintegrasikan ke skema KUR yang
diluncurkan pada tahun 2007.

Pada Tabel 2 tampak bahwa periode tahun
2007-2014, sasaran UMKM yang hendak dicapai
adalah kegiatan-kegiatan usaha produktif yang

belum  bankable dan pihak  penyalur
beranggapan usaha tersebut masih memiliki
risiko gagal bayar tinggi. Intervensi yang

dilakukan adalah memberikan subsidi 1JP.
Skema KUR dirancang untuk melindungi atau
menjamin apabila yang menerima kredit KUR
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Tabel 2. Evolusi fitur skema KUR di Indonesia, tahun 2007-2019
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No. Tahun Fitur skema KUR
1. 2007-2014 Skema subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) = 3,25%
Suku bunga 24%/tahun
Terdapat 33 bank penyalur, 4 lembaga penjamin
2. 2015 Skema subsidi bunga
Suku bunga 12%/tahun
Terdapat 7 penyalur KUR dan 2 lembaga penjamin
3. 2016 Skema subsidi bunga
Suku bunga 12%/tahun
Terdapat 27 penyalur KUR, dan 6 lembaga penjamin
4. 2017 -
0 Skema subsidi bunga
Suku bunga 9%/tahun
Terdapat 34 penyalur KUR, dan 4 lembaga penjamin
5. 2018-2019

Skema subsidi bunga
Suku bunga 7%/tahun

e Terdapat 44 penyalur KUR, dan 11 Lembaga Penjamin KUR dan 14

pemerintah pusat

Sumber: Menko Perekonomian (2019)

gagal membayar pinjamannya. Sementara itu,
bunga kredit mengikuti bunga kredit yang berlaku
di pasar. Selama periode awal KUR ini, penyalur
KUR adalah sektor perbankan saja, dan belum
melibatkan penyalur nonperbankan.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, fitur KUR
menggunakan skema subsidi yang dalam
prakteknya diramu (blended) dengan skema
penjaminan. Pelaksana KUR tidak hanya sektor
perbankan tetapi juga sudah melibatkan lembaga
nonperbankan. Ini  menunjukkan  bahwa
kebijakan pemerintah untuk membuka akses
pembiayaan bagi UMKM semakin tinggi. Bila
pada tahun 2015 jumlah penyalur KUR adalah 7
penyalur dan 2 lembaga penjamin, maka jumlah
tersebut masing-masing meningkat menjadi 44
penyalur dan 11 lembaga penjamin pada tahun
2018-2019.

Khusus untuk sektor pertanian, sejak tahun
2019 telah diperkenalkan skema KUR Khusus.
Pengembangan sektor produksi yang telah
direalisasikan  pemerintah yang langsung
berhimpitan dengan sektor pertanian adalah (1)
KUR Khusus untuk peremajaan kebun kelapa
sawit rakyat, (2) KUR untuk pembelian pengering
(dryer) padi, dan (3) KUR Khusus peternakan
rakyat (pembiakan dan penggemukan sapi
potong, sapi perah).

Dalam implementasi di lapangan, mengingat
dana yang disalurkan oleh skema KUR 100%
berasal dari dana penyalur KUR, yang sebagian
besar penyalur KUR adalah lembaga perbankan,
yang berarti seluruh risiko juga akan ditanggung
oleh penyalur, maka prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran pinjaman kepada calon nasabahnya
senantiasa menjadi acuan bagi bank (Syukur
2002; Due et al. 1992). Pada tahap ini umumnya
petani mengalami kegagalan dalam akses
pinjaman karena ketiadaan agunan (Saqib et al.
2018). Hal tersebut sangat dirasakan oleh para
calon penerima KUR. Terkait hal ini, menarik
untuk menyimak hasil kajian Syukur et al. (1993)
yang menyatakan bahwa faktor utama yang
dipertimbangkan rumah tangga untuk akses
pada sumber kredit adalah prosedur pengajuan
dan penyaluran yang sederhana. Besarnya
tingkat suku bunga bukanlah hambatan bagi
petani untuk meminjam kredit.

Studi Teye (2021) mencatat,
ketidakpercayaan lembaga keuangan kepada
petani kecil merupakan hambatan untuk
mengakses kredit. Bank dan lembaga keuangan
menyampaikan  ketidakpercayaan  tersebut
melalui tindakan seperti meminta agunan yang
berlebihan, penjamin, sejumlah besar modal
tabungan, dan tingkat bunga yang tinggi untuk
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pinjaman pertanian, penundaan, dan proses
birokrasi dalam mengakses pinjaman.

Suku bunga yang dibebankan kepada
penerima dana KUR adalah 6% efektif per tahun
untuk seluruh jenis KUR, dari KUR Mikro, KUR
Kecil, dan KUR Khusus, dengan plafon masing-
masing sampai Rp50 juta, di atas Rp50 juta
hingga Rp500 juta, di atas Rp50 juta hingga
Rp500 juta, per penerima KUR. Total akumulasi
plafon untuk KUR Mikro pada sektor produksi
termasuk pertanian tidak dibatasi, sedangkan
pada sektor nonproduksi (perdagangan)
maksimum Rp200 juta. Akumulasi plafon pada
KUR Kecil dan KUR Khusus dibatasi maksimum
Rp500 juta per penerima.

Pada ketiga jenis KUR tersebut, setiap calon
debitur dipersyaratkan memiliki Agunan Pokok
dan Agunan Tambahan. Agunan Pokok yang
dipersyaratkan pada ketiga jenis KUR adalah
sama, yaitu usaha atau obyek yang dibiayai oleh
KUR. Untuk Agunan Tambahan bagi calon
debitur KUR Mikro tidak diwajibkan dan tanpa
perikatan, sedangkan untuk KUR Kecil dan KUR
Khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian
Penyalur KUR.

Prosedur Baku dan Implementasi Penyaluran
dan Pengembalian

Pada Sisi Penyalur

Klasifikasi eksekutor pencairan pinjaman
KUR ada dua yaitu (1) KUR Mikro dilakukan oleh
kantor unit di kecamatan, dan (2) KUR
Kecil/Khusus dilakukan oleh kantor cabang atau
kantor cabang pembantu. Semakin ketatnya
persaingan antarbank mencari nasabah,
diantisipasi oleh salah satu bank penyalur KUR
dengan dua pola layanan, yaitu tunggu dan
jemput bola. Pola jemput bola lebih sering
dilakukan. Selain itu, dilakukan juga kegiatan
sosialisasi untuk mencari nasabah.

Berdasarkan Permenko 8/2019, tepatnya
pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan: Penyalur
KUR, Penjamin KUR, K/L Teknis dan OJK
menyusun petunjuk teknis penyaluran dan/atau
pengawasan KUR. Oleh karenanya penyalur
KUR seharusnya mengeluarkan pedoman atau
petunjuk teknis dalam penyaluran KUR sebagai
prosedur baku agar nasabah dan calon nasabah,
baik KUR Mikro, KUR Kecil dan KUR Khusus,
mendapat perlakuan yang sama dalam
pelayanan oleh petugas bank penyalur KUR.
Namun, pihak bank penyalur KUR tidak
mempunyai petunjuk teknis secara khusus.
Tahapan proses bisnis pengajuan dan
pengembalian pinjaman KUR relatif sama
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dengan proses kredit lain. Calon debitur
menyiapkan berkas yang dibutuhkan sebagai
persyaratan kemudian diajukan ke pihak bank.
Pada tahap berikutnya pihak bank melakukan
pemeriksaan SLIK-Sistem Layanan Informasi
Keuangan dan validasi berkas permohonan. Jika
pada tahap ini tidak ada masalah, kemudian
pihak bank melakukan asesmen melalui survei
ke lokasi petani untuk wawancara dan observasi
terhadap kegiatan usaha dan aset yang
diagunkan. Berdasarkan hasil wawancara,
selanjutnya pengajuan pinjaman diproses untuk
ditetapkan apakah permohonan pinjaman
disetujui untuk dicairkan atau ditolak.

Dalam praktek menjaring nasabah KUR,
masing-masing petugas bank penyalur KUR
diberikan pedoman yang sifatnya internal bank
dan isinya spesifik tiap lokasi. Misal penyaluran
KUR Mikro seharusnya tidak membutuhkan
agunan tambahan, tapi dalam praktiknya
petugas bank membutuhkannya untuk
menghilangkan keraguan, apakah debitur akan
lancar dalam pelunasan KUR. Bagi pihak bank,
keberhasilan menjalankan peran sebagai
penyalur KUR bukan hanya berapa banyak dan
besar jumlah debitur dan akad kredit, tetapi juga
sejauh mana pengembalian dana tersebut yang
dilihat dari NPL — Non Performing Loan (kredit
bermasalah), serta jumlah debitur yang
mengalami graduasi. Graduasi adalah debitur
KUR Mikro yang telah berhasil mengembangkan
usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan
fasilitas kredit secara komersial dari perbankan.

Banyaknya jumlah debitur yang mengajukan
dana KUR, dipengaruhi juga oleh seberapa
intensif pihak bank melakukan sosialisasi dan
promosi. Pada kasus BRI, pihak manajemen
meminta agar Kepala Unit BRI di kecamatan
melakukan sosialisasi, setidaknya pada awal
tahun. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan
sosialisasi terbatas hanya untuk biaya konsumsi
peserta sosialisasi. Frekuensi pelaksanaan di
lapangan tergantung pada kepala unit BRI di tiap
lokasi. Selain itu, ada juga sosialisasi kantor
cabang kabupaten dengan dinas terkait.

Pada prinsipnya pihak penyalur KUR
menggunakan cara-cara yang lebih aman agar
dana yang dipinjamkan ke nasabah dapat
kembali sesuai rencana. Terutama bagi petugas
penyalur KUR di lapangan, jika dijumpai
kesalahan yang dapat menyebabkan nilai NPL di
atas standar minimal, dapat memberi nilai
prestasi yang kurang baik bagi yang
bersangkutan. Oleh karenanya, bagi petugas
penyalur KUR, nasabah lama yang telah memiliki
rekam jejak yang baik tentu lebih disukai,
dibandingkan menjaring calon debitur baru yang
belum diketahui rekam jejaknya dan tidak ada
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pihak ketiga yang menjamin calon debitur
tersebut. Hasil penelitian Rini dan Aristanto
(2019) terhadap BPD yang ada di Pulau Jawa
dan menyalurkan KUR sejak 2008-2015
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
signifikan terhadap NPL dan BOPO (biaya
operasi dan pendapatan operasi) dan variabel
kinerja keuangan. Ini mengindikasikan bahwa
nasabah KUR pada BPD tersebut mampu
mengembalikan pinjaman KUR dengan tepat
waktu dan sesuai kewajiban. Hasil yang sama
juga terjadi pada Bank Pemerintah (Utha et al.
2013).

Pada Sisi Calon Debitur

Implementasi di lapangan, pihak
bank/penyalur KUR belum semua melaksanakan
pedoman tersebut diatas. Hal ini bisa saja terjadi,
sesuai hasil penilaian penyalur KUR. Tabel 3
berikut menyampaikan proses bisnis
pelaksanaan pengajuan KUR yang dilakukan
oleh petani di lokasi penelitian. Kemudian
diuraikan beberapa komponen proses bisnis

yang memerlukan perhatian untuk direvisi atau
disesuaikan kembali.

Lama Proses Pengajuan

Waktu yang dibutuhkan sejak proses
pengajuan hingga pencairan dana KUR
menentukan keberhasilan program KUR karena
terkait dengan kesesuaian waktu antara dana
yang tersedia dengan waktu yang dibutuhkan
yaitu siklus usaha. Tahapan dan waktu yang
dibutuhkan dalam proses pengajuan hingga
dana cair bervariasi tergantung pada: status
debitur lama atau baru, ketersediaan tenaga
lapangan pihak bank/penyalur KUR, pola
penyaluran individu atau berkelompok.

Bagi petani pemula, memanfaatkan KUR
dibutuhkan waktu lebih lama dalam proses
pengajuan hingga dana KUR cair yaitu selama
lima minggu. Hal itu dilakukan dengan alasan
kehati-hatian sehingga seleksi dilakukan lebih

ketat. Kalaupun permohonan kredit
direalisasikan, nilainya relatif rendah. Sebaliknya
petani yang sudah sering (lima kali)

Tabel 3. Tahapan proses bisnis pengajuan dan pengembalian pinjaman KUR menurut peternak sapi

di Lampung Tengah, 2020

No. Uraian Satuan Nilai
L. Dokumen yang abutuiar e, St e et
2. Lama proses Hari 7,7+4,7
3.  Cair tepat waktu

a.Ya (%) 93,8

b. Tidak (%) 6,2
4.  Kesesuaian Pplafon KUR dengan kebutuhan

a. Ya (%) 68,8

b. Tidak (%) 31,3
5.  Syarat agunan tambahan

a.Ya (%) 50,0

b. Tidak (%) 50,0
6. Masalah adanya agunan tambahan

a.Ya (%) 9,4

b. Tidak (%) 90,6
7.  Waktu pengembalian bulan 10,845,9
8.  Pola pengembalian

a. Yarnen (%) 0

b. Bulanan (%) 9,4

d. Musimam 90,6

Sumber: Data primer
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menggunakan KUR, dana dapat cair hanya
dalam waktu maksimum satu minggu sejak
proses pengajuan.

Peternak usaha penggemukan sapi di
Lampung Tengah yang sudah beberapa kali
meminjam dana dari bank/penyalur KUR
sehingga antara peternak dan petugas sudah
saling kenal, pengajuan awal KUR yang
seharusnya melalui tatap muka di kantor cabang,
dapat dilakukan melalui hubungan telepon.
Kemudian petugas bank dan kepala cabang

bank melakukan survei kelayakan dan
wawancara kepada calon debitur. Saat
wawancara/survei dokumen yang harus

disiapkan oleh calon debitur adalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat
Nikah, Pasphoto, Surat Izin Tempat Usaha
(SITU), NPWP, sertifikat rumah/lahan.

Proses pengajuan pinjaman KUR oleh
peternak untuk usaha penggemukan sapi potong
memerlukan waktu relatif lebih lama. Sejak
peternak mengajukan hingga petugas
melakukan survei membutuhkan waktu antara 1-
4 minggu. Sejak survei hingga dilakukan
pencairan dana oleh penyalur bisa mencapai
waktu 2-8 minggu. Dengan perkataan lain waktu
tercepat sejak pengajuan hingga dana cair
sekitar 3 minggu. Pengajuan dilakukan secara
individu dengan membawa surat rekomendasi
dari ketua kelompok.

Kesesuaian Plafon KUR dengan Kebutuhan

Plafon KUR yang ditetapkan seragam untuk
semua usaha tani perlu ditinjau kembali. Masih
banyak petani yang menyatakan bahwa plafon
KUR yang cair belum sesuai dengan yang
dibutuhkan. Seperti pada peternak sapi potong di
Lampung Tengah, satu ekor sapi indukan
nilainya bisa berkisar Rp10 juta. Untuk berusaha
dengan 5 ekor sapi indukan maka dibutuhkan
pinjaman sebesar Rp50 juta, belum termasuk
biaya pakan ternak.

Pada kasus usaha penggemukan sapi potong
modal yang dibutuhkan jauh lebih besar,
sehingga KUR Kecil dan KUR Khusus lebih
sesuai digunakan karena plafon maksimal yang
dapat digunakan sebesar Rp500 juta. Namun
jumlah plafon maksimal tersebut dinilai belum
memadai untuk menjadikan peternak mandiri.

Syarat Agunan Tambahan

Pihak bank/penyalur KUR masih meminta
agunan tambahan berupa sertifikat lahan/rumah,
terutama bagi debitur pemula. Bagi petani yang
memiliki aset sebagai agunan hal tersebut bukan
menjadi masalah. Namun, bagi petani yang tidak
memiliki aset untuk diagunkan, sementara yang
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bersangkutan membutuhkan dana pinjaman,
tentu persyaratan ini menjadi masalah.

Selain sertifikat sebagai agunan, petani juga
harus menunjukkan surat keterangan usaha dari
desa. Berbeda saat petani meminjam dari BPR
setempat persyaratan sederhana, waktu proses
cepat walaupun bunganya tinggi. Kemudahan-
kemudahan pada BPR ini dan yang ada pada
kredit program KKPE diharapkan dilanjutkan
pada KUR pertanian (Widhiyanto et al. 2017).

Waktu Pengembalian

Untuk komoditas sapi potong usaha
pembiakan, rata-rata waktu pengembalian
pinjaman sekitar 11 bulan. Pola pengembalian
yang digunakan peternak sapi potong juga ada
dua pola, vyaitu bulanan (9,4%) oleh
bank/penyalur tertentu dan musiman (90,6%)
oleh bank/penyalur KUR lainnya. Pada pola
pembayaran bulanan masa pinjaman mencapai
tiga tahun. Pola mana yang sesuai tentu
tergantung juga pada sumber pendapatan
nasabah. Bagi nasabah yang memiliki
pendapatan rutin mingguan/bulanan, mungkin
pola bulanan lebih dipilih

Peternak sapi potong yang melakukan usaha
pembiakan dikelompokkan masuk pada pola
pengembalian musiman, yaitu sembilan bulan.
Pola ini dinilai tidak tepat dan menyulitkan
peternak, sehingga perlu disesuaikan kembali.
Jika diberi waktu sembilan bulan, pembiayaan
KUR yang diperoleh harus dibelikan sapi indukan
yang telah bunting minimal tiga bulan. Sapi
indukan demikian sangat sulit ditemukan di
pasar, kalaupun ada dan tepat umur
kebuntingannya dibeli dari petani atau
perusahaan pembiakan tentu dengan harga
relatif lebih mahal. Seandainya sapi indukan
demikian dibeli, setelah enam bulan melahirkan.
Anak sapi bisa disapih sekitar umur enam bulan.
Setelah ini jika ingin dijual anak atau induk yang
sudah bunting berarti membutuhkan waktu
minimal 12 bulan.

Untuk usaha penggemukan sapi juga
diperlukan fitur yang berbeda dengan KUR yang
ada saat ini. Berikut diuraikan kasus yang terjadi
pada seorang peternak yang meminjam KUR
sebesar Rp500 juta. Dana Rp500 juta, digunakan
untuk dua tahun atau dua tahap. Pada tahun
pertama meminjam Rp250 juta dan dibayar
sekali transaksi di akhir tahun dengan bunga
6%/tahun sehingga total pengembalian Rp265
juta [Rp250 juta + (0,06 x Rp250 juta)]. Dana
Rp250 juta pada tahun pertama tersebut
digunakan peternak untuk dua siklus usaha
masing-masing siklus selama enam bulan. Pada
siklus pertama dibelikan 10 ekor sapi dan paket
pakan selama enam bulan, setelah enam bulan
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sapi yang telah digemukkan kemudian dijual.
Hasil penjualan sapi digunakan kembali untuk
membeli sapi bakalan dan paket pakan untuk
siklus kedua. Akhir siklus kedua sapi dijual
kembali dan hasil penjualan digunakan untuk
membayar cicilan pokok dan bunga sebesar
Rp265 juta. Dalam setiap siklus peternak
memperoleh keuntungan senilai 1-2 ekor sapi
bakalan, atau selama dua siklus bisa mendapat
tambahan sapi bakalan 2-3 ekor.

Pada tahun kedua masih ada kuota pinjaman
KUR Rp250 juta. Dana tersebut digunakan
dengan cara yang sama seperti saat tahun
pertama. Selama dua tahun peternak bisa
mendapat tambahan sapi bakalan sekitar lima
ekor. Agar peternak bisa mandiri dalam satu
siklus bisa memelihara 10 ekor, setidaknya
peternak membutuhkan dana pinjaman KUR
sebanyak dua kali yang ada saat ini, yaitu
sebesar Rpl miliar atau empat siklus selama
empat tahun.

Permasalahannya adalah, peraturan saat ini
membatasi pengguna KUR Kecil dan KUR
Khusus hanya Rp500 juta per nasabah. Padahal
untuk usaha penggemukan sapi membutuhkan
modal besar. Jika hanya ada satu Kkali
kesempatan meminjam KUR sebesar Rp500
juta, belum mampu melanjutkan usaha mandiri.
Kalaupun peternak ingin melanjutkan usahanya
harus menggunakan kredit komersil.
Berdasarkan pengalaman peternak hal itu belum
bisa dilakukan karena kondisi harga pakan yang
terus naik, sedangkan harga jual sapi naiknya
relatif lebih lambat karena adanya tekanan
produk ternak dan daging impor. Diharapkan
batasan Rp500 juta dibedakan sesuai komoditas.
Untuk menciptakan peternak mandiri melalui
dukungan pemerintah, maka aturan KUR Kecil
untuk peternakan sapi potong sebaiknya dapat
disesuaikan melalui kebijakan Komite KUR.

Masalah lain

KUR Mikro tidak memiliki batasan jumlah
akumulasi pinjaman selagi masih dalam plafon
dan lancar pengembaliannya. Implementasi di
lapangan ternyata tidak demikian, seperti yang
terjadi pada debitur KUR untuk usaha sapi
potong di Lampung Tengah. Salah satu
responden sudah empat kali memanfaatkan
dana KUR, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017
dengan besar pinjaman masing-masing Rp25
juta pada bank tertentu. Untuk dapat melanjutkan
kembali meminjam KUR pada tahun keempat
(2018), responden diharuskan beralih dulu ke
kredit komersil. Pada tahun 2018 mengambil
kredit komersil sebesar Rp50 juta dan besar
pengembalian Rp62 juta selama 9 bulan.
Peternak merasa keberatan jika menggunakan

kredit komersil, karena hasil usaha tidak
memadai dengan kredit komersil. Pada tahun
2018 kembali meminjam dana KUR melalui bank
lain sebesar Rp100 juta.

Pembatasan akses KUR Kecil yang hanya
sampai empat tahun tidak sesuai dengan
pedoman yang ada. Disarankan agar aturan ini
ditinjau ulang, sehingga peternak dapat
mengakses KUR berulang kali mengingat
kebutuhan modal untuk peternak sapi relatif
besar, dan kalau dialihkan ke kredit komersial
beban membayar bunga bank memberatkan
petani. Pihak bank menyatakan bahwa KUR ini
hanya sebagai stimulan, sehingga kalau usaha
sudah  maju  menguntungkan diharapkan
peternak dapat naik kelas dengan mengakses
kredit komersial. Namun pada kenyataannya
dengan pembatasan ini peternak belum dapat
naik kelas.

Masalah lain sesuai dengan hasil penelitian
Dwirayani dan Jaeroni (2020) di Kabupaten
Cirebon adalah pada aspek pemanfaatan, pihak
petugas bank kurang memberikan pembinaan
dan pengawasan kepada petani setelah
pinjaman diberikan. Menurut petani petugas
bank hanya melakukan kunjungan pada saat
survei dan saat pengajuan pinjaman.

Faktor Determinan Pemanfaatan Kredit Usaha
Rakyat

Pihak Petani

Umumnya petani di Indonesia masuk kategori
skala mikro dan kecil dan masih masuk dalam
kategori tidak bankable tapi feasible atau tidak
feasible tetapi bankable (Wicaksono dan Aziz
2016) sehingga masih diperlukan peran
pemerintah agar petani dapat mengakses
sumber pembiayaan. Untuk mengetahui peran
tersebut diperlukan informasi faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi petani/peternak
memanfaatkan kredit termasuk KUR. Hasil
estimasi menggunakan metode Binary Logit
Regression Model (Logit Model), dari 15 peubah
bebas yang di uji, 8 peubah berpengaruh nyata
terhadap keputusan petani untuk menggunakan
KUR.

Peubah persyaratan KUR, bunga KUR,
sosialisasi, jumlah ternak dan prosedur KUR
berpengaruh positif terhadap keputusan petani
menggunakan KUR (Tabel 4). Sebaliknya
peubah umur, biaya tambahan dan waktu
pemrosesan KUR berpengaruh negatif terhadap
keputusan petani menggunakan KUR pada
usaha ternak sapi. Hasil penelitian Mulyarto
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Tabel 4. Tingkat signifikansi peubah bebas hasil estimasi model usaha sapi potong di Lampung

Tengah, 2020

No. Peubah Efek Marjinal (EM)
1. Umur -0,0099**
2. Pendidikan ns
3. Jumlah anggota keluarga ns
4. Pengalaman usaha ns
5. Total garapan ns
6. Jumlah ternak 0,1058**
7. Jarak ke bank ns
8. Persyaratan 0,2195*
9. Prosedur 0,8183**
10.  Waktu pemrosesan -0,0806**
11.  Agunan tambahan ns
12. Bunga KUR 0,2529**
13.  Sosialisasi 0,1440*
14.  Biaya tambahan -0,1835**
15. Kesesuaian realisasi ns

Keterangan:

ns = nonsignifikan; * = signifikan pada level 10%; ** = signifikan pada level 5%;

*** = gignifikan pada level 1%

(2010), Lubis dan Dwi (2011), Anggraini dan
Syahrir (2013), dan Purnawati et al. (2014)
menyebutkan bahwa  faktor-faktor  yang
mempengaruhi realisasi KUR yaitu pendapatan,
frekuensi kredit, modal usaha, pendidikan, waktu
pengembalian kredit, jenis usaha, jumlah kredit
yang diajukan, nilai agunan, jarak rumah
nasabah dengan bank, pengalaman usaha,
jumlah kredit lainnya, jenis kelamin, kewajiban
membayar kredit, dan lama usaha. Wahyuni et al.
(2020) mendapatkan bahwa faktor yang
berpengaruh  secara  dominan  terhadap
keberhasilan program KUR adalah faktor internal
terutama karakter debitur yaitu pendidikan,
pengalaman usaha, jenis kelamin dan jarak
debitur terhadap bank.

Hasil penelitian Arcadia (2018) menyebutkan
bahwa status debitur lancar dan macet di Bank
BRI berbanding lurus dengan karakteristik usia,
jumlah pinjaman, dan jarak tempat tinggal.
Semakin tua debitur, semakin banyak pinjaman
dan semakin jauh tempat tinggal, maka debitur
cenderung akan berstatus kredit macet. Debitur
berstatus lancar akan memiliki jangka waktu
pinjaman yang lebih lama, dan memiliki rata-rata
pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan debitur berstatus macet. Berdasarkan
jenis kelamin mayoritas debitur berstatus lancar
adalah perempuan, begitu sebaliknya. Faktor-
faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kredit macet yaitu usia, jumlah
pinjaman, frekuensi pinjaman, jangka waktu
pinjaman, dan jarak tempat tinggal.

Hasil penelitian Santoso dan Gan (2019) yang
menyatakan bahwa usia peminjam, pendapatan
rumah tangga, bunga kredit dan jangka waktu
pinjaman  merupakan faktor kunci yang
mempengaruhi peningkatan jumlah kreditur.
Hasil penelitian ini diperkuat oleh Anang dan
Kabore (2021) di Ghana dengan menggunakan
analisis regresi menyimpulkan bahwa faktor yang
mempengaruhi peternak mengakses kredit
adalah level pendidikan, jumlah anggota RT, luas
lahan, keikutsertaan dalam kelompok, dan
kepemilikan asset. Level pendidikan merupakan
salah satu faktor penting yang berpengaruh
nyata terhadap peningkatan akses dan jumlah
debitur baru (Wicaksobo 2014). Sementara itu
penelitian Rachmawati (2017) di Kabupaten
Malang mendapatkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan petani
jeruk dalam memanfaatkan KUR adalah luas
lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota
keluarga, dan pendapatan. Hasil penelitian
Hidayanto (2010) menyimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi realisasi KUR adalah
tingkat pendapatan, frekuensi kredit, modal
usaha, tingkat pendidikan, dan waktu
pengembalian kredit.
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Hasil penelitian Ayegba dan lkani (2013) di
Nigeria menyebutkan bahwa banyak petani yang
mengakses kredit dari sumber-sumber informal
dan meninggalkan bank formal akibat dari
ketatnya aturan, terlalu birokrasi, waktu
pemrosesan yang lama dan kewajiban jaminan
bank. Hasil penelitian Mariyono (2018) juga
menyebutkan bahwa kredit berdampak terhadap
kesejahteraan rumah tangga petani melalui
adopsi teknologi. Karakteristik petani dan kondisi
sosial eknomi mempengaruhi akses petani
terhadap kredit.

Berdasarkan pada nilai marginal effect-nya,
peningkatan umur responden 1 tahun, akan
menurunkan peluang petani pengguna KUR sapi
sebesar 0,99% (p<0,10), atau dengan kata lain
semakin tua usia petani maka jumlah pengguna
KUR akan menurun (Tabel 4). Hasil ini bisa
ditafsirkan bahwa peternak usia muda akan lebih
semangat dan memiliki wawasan usaha tani sapi
ke depan dengan lebih terencana.

Terkait dengan persyaratan dan prosedur
KUR dapat dijelaskan bahwa persyaratan KUR
yang sederhana akan meningkatkan peluang
peternak menggunakan KUR sekitar 21,95%
(p<0.10), sedangkan prosedur KUR yang mudah,
akan meningkatkan peluang petani
menggunakan KUR sebesar 81,83% (p<0.05).
Peternak tidak banyak menghadapi masalah baik
dari sisi persyaratan serta proses pencairan.
Persyaratan administrasi yang diperlukan hanya
surat keterangan usaha dari desa/kelurahan,
persyaratan identitas lainnya seperti KTP, KK
dan surat nikah. Jika persyaratan lengkap dan
tidak banyak antrian, maka pada hari yang sama
KUR sudah dapat dicairkan. Hasil ini sejalan
dengan hasil penelitian Perlita dan
Yumna (2019) pada peternak sapi perah yang
menggunakan pinjaman KUR di Bank BRI KCP
Unit Pujon. Prosedur yang sederhana dan
persyaratan yang mudah, mendorong petani
untuk menjadi debitur KUR.

Bunga KUR yang rendah (hanya 6%/tahun)
berpengaruh positif terhadap peluang petani
menggunakan KUR sebesar 25,29% (p<0,05),
artinya penurunan bunga KUR akan menarik
petani sebagai debitur KUR. Menurut Pratiwi et
al. (2019), bunga pinjaman merupakan salah
satu peubah yang berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk mengakses
kredit formal dan nonformal.

Peubah sosialiasi dan jumlah ternak yang
dipelihara petani juga berpengaruh positif
terhadap keputusan petani menggunakan KUR
(Tabel 4). Sosialisasi yang intensif akan
meningkatkan peluang petani menggunakan

KUR sebesar 14,4% (p<0,10). Hal ini dapat
dijelaskan bahwa sosialisasi akan menambah
wawasan dan pengetahuan petani terkait
manfaat, fitur dan prosedur KUR. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Toka dan Asha (2019)
di Ethiopia yang menyatakan bahwa sosialiasi
akan meningkatkan pemahaman dan persepsi
calon debitur untuk mengakses kredit dari
sumber formal maupun informal.

Penambahan jumlah ternak yang dipelihara 1
ekor akan meningkatkan peluang peternak
menggunakan KUR sebesar 10,58% (p<0,05).
Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah
ternak yang dipelihara akan berpengaruh
terhadap kebutuhan biaya perawatan dan modal.
Trisuci et al. (2014) melaporkan bahwa peternak
ayam ras petelur menggunakan Kredit Usaha

Rakyat sebagai modal usaha  untuk
pengembangan usaha peternakannya. Kedua
temuan ini  menunjukkan bahwa  untuk

mengembangkan usaha dan mempertahankan
usaha yang telah dikembangkan, peternak
membutuhkan pembiayan dengan beban bunga
murah, dalam hal ini adalah kredit usaha rakyat.

Peubah biaya tambahan dan waktu
pemerosesan KUR  berpengaruh  negatif
terhadap keputusan petani menggunakan KUR.
Adanya biaya tambahan akan mengurangi
peluang petani menggunakan KUR sebesar
18,35% (p<0,05), sedangkan penambahan
waktu pemrosesan KUR akan berpeluang
mengurangi menggunakan KUR sebesar 8,06%
(p<0,05). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa
penambahan biaya dalam pemrosesan KUR
akan memberatkan petani calon debitur. Di sisi
lain waktu pemrosesan KUR yang lama juga
akan mengurangi minat calon debitur untuk
menggunakan KUR.

Pihak Penyalur KUR

Pihak Penyalur KUR dalam hal ini perbankan
konsisten menyatakan harapannya agar petani
calon debitur KUR berusaha dalam satu
kawasan klaster dan memiliki off-taker. Metode
pendekatan dengan klaster dinilai sangat efektif.
Diharapkan dinas yang membidangi fungsi
pertanian dapat memberikan data keberadaan
klaster-klaster yang dibina. Keberadaan off-taker
menjamin pemasaran produk yang dihasilkan
petani, sehingga mudah untuk membayar
pinjaman KUR.

Off-taker dapat melakukan pembinaan teknis
dan keuangan usaha, sehingga kualitas dan
kuantitas produk yang dihasilkan menjadi lebih
baik. Adanya off-taker juga dapat memudahkan
pihak bank dalam mengidentifikasi calon debitur,
mengingat jumlah tenaga lapangan bank
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penyalur yang terbatas. Alangkah lebih baik lagi,
jlka ada tenaga ahli yang mendukung pihak
Penyalur KUR untuk melakukan pendataan luas
lahan dan potensi hasil produksi.

Peternak sapi di Lampung Tengah belum
memiliki off-taker. Petani mengajukan dan
mengembalikan pinjaman KUR secara pribadi
langsung kepada Penyalur KUR. Peternak
penggemukan sapi di Lampung Tengah tidak
mendapatkan jaminan harga jual pada saat
peternak menjual hasil ternaknya. Seringkali
peternak dihadapkan pada dua pilihan sulit,
menahan sapi tidak dijual dulu dengan risiko
menambah biaya pemeliharaan, atau menjual
sapinya dengan harga yang murah. Kalaupun
ada peternak skala besar perannya hanya
membina aspek teknis, tetapi tidak dapat
menampung atau membeli hasil para peternak.

Keberadaan off-taker yang diharapkan pihak
Penyalur KUR belum ditemui, karena harga jual
sapi tidak optimal. Adanya daging impor,
menekan harga sapi siap potong di Lampung
Tengah. Oleh sebab itu belum ada off-taker yang
bisa membeli sapi peternak dengan harga layak
karena masih kesulitan menjual sapinya sendiri.
Peran mereka saat ini hanya membantu memberi
referensi saja.

Pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan
Lampung Tengah mengusulkan sebaiknya
pemberian KUR kepada peternak harus terlebih
dahulu mendapat rekomendasi dari dinas terkait.
Dengan demikian, pihak dinas terkait dapat
memantau petani yang telah meminjam modal
dari KUR. Pihak Penyalur KUR, dalam hal ini BRI
Bandar Jaya, mendukung usul ini karena akan
diperoleh informasi yang akurat terhadap calon
debitur. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosalina
(2019) agar dalam penyaluran KUR perlu ada
kerja sama antara penyalur KUR dan dinas
terkait.

Hasil penelitian Burhansyah (2021)
memberikan rekomendasi Program KUR pada
masa depan antara lain adalah dengan
menyediakan skema KUR dengan basis
kelompok, melibatkan Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis  (LKMA) dan koperasi, serta
memperluas cabang bank pelaksana dan
penyediaan tenaga pendamping.  Untuk
pemberdayaan dan penguatan sinergitas

dibutuhkan penambahan dan penguatan peran
Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS),
Program Khusus Sektor Pertanian (perkebunan
rakyat dan peternakan rakyat) dengan plafon
disesuaikan proposal, sistem tanggung renteng,
dan penguatan mitra usaha.
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Secara makro proses bisnis layanan KUR dari
waktu ke waktu terus membaik. Namun,
implementasi program KUR masih mengalami
hambatan, antara lain disebabkan pedoman
yang dikeluarkan di pusat dan implementasi di
daerah masih berbeda, seperti; agunan
tambahan, jangka waktu pengembalian kredit
belum sesuai siklus produksi, dan frekuensi
nasabah bisa meminjam dibatasi.

Keputusan peternak untuk memanfaatkan
KUR secara signifikan dipengaruhi oleh banyak
faktor, yaitu syarat dan prosedur yang ditentukan
oleh penyalur KUR, bunga KUR yang ditetapkan
pemerintah, frekuensi sosialisasi oleh pihak
terkait, biaya tambahan yang dikeluarkan calon
nasabah, jumlah ternak yang dipelihara, dan
umur peternak. Keputusan penyalur memberikan
realisasi pinjaman dipengaruhi oleh keberadaan
off-taker pada klaster pengembangan ternak sapi
potong dan keterlibatan dinas terkait dalam
penyediaan informasi kinerja usaha ternak calon
nasabah.

Implikasi Kebijakan

Jangka waktu pengembalian pinjaman KUR
pada peternak yang mengusahakan pembiakan
sapi potong dan nilai plafon pinjaman perlu
ditinjau ulang. Untuk usaha pembiakan sapi
pengembalian pinjaman KUR diperpanjang
menjadi 12-18 bulan, sedangkan pada usaha
penggemukan nilai plafon ditingkatkan menjadi
Rp2 miliar. Penyesuaian pola ini diharapkan
dapat mendorong usaha peternakan ini menjadi
mandiri dari aspek pembiayaan.

Untuk meningkatkan implementasi KUR
pertanian diperlukan langkah-langkah
mempersempit senjang antara pedoman yang
diterbitkan Komite KUR dan implementasi KUR
oleh Penyalur KUR. Upaya tersebut dapat
dilakukan dengan cara sosialisasi, promosi dan
advokasi yang dilakukan secara terkoordinasi
dan berjenjang antara Komite KUR, K/L terkait,
Penyalur KUR, dan pemda.

Penyalur KUR hendaknya mempermudah
persyaratan dan prosedur pengajuan KUR dan
melalui sosialisasi, promosi, serta advokasi
menghilangkan persepsi petani yang masih
beranggapan mengakses KUR memerlukan
syarat dan prosedur yang rumit. Selain itu, waktu
pemrosesan sejak petani mengajukan hingga
realisasi hendaknya dapat dipersingkat. Di pihak
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lain, Kementerian Pertanian  disarankan
mempertimbangkan aspirasi pihak Penyalur
KUR vyaitu adanya off-taker dan tertatanya
kawasan usaha yang dikelola secara klaster
serta didukung data calon debitur dengan
karakteristik usahanya, Sementara itu, dinas
terkait di daerah diharapkan turut membantu
mempermudah penyaluran dan pengembalian
pinjaman KUR di daerah.
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